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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip

Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan,;

1.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEARSIPAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan adalah unsur pembantu kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kearsipan.
Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
Perangkat Daerah Provinsi adalah wunsur pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur

pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan



10.

11.

12.
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Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah wuntuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip
statis dan pembinaan kearsipan.

Arsip Daerah Provinsi adalah lembaga kearsipan
berbentuk perangkat daerah berupa dinas yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan
pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di
ibukota provinsi.

Arsip Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan
berbentuk perangkat daerah berupa dinas yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di
bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan
serta memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab

melaksanakan kegiatan kearsipan.
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13. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu
komunitas tertentu, dan/atau Masyarakat umum baik
yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun
yang tidak terhimpun dalam organisasi.

14. Organisasi Politik adalah organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,
profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, untuk Dberperan serta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan
kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang
diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan
usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah

Negara Republik Indonesia.

Pasal 2
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan  Bidang  Kearsipan merupakan acuan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

membentuk Perangkat Daerah Bidang Kearsipan.
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Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

kriteria perangkat daerah;
tugas, fungsi dan nomenklatur perangkat daerah; dan

susunan organisasi dan bagan perangkat daerah.

Pasal 4

Dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.

Tipe dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas
daerah dengan beban kerja yang besar;

b. dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas
daerah dengan beban kerja yang sedang; dan

c. dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas

daerah dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 5
Kriteria tipelogi untuk menentukan tipe Arsip Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil
pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:
a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah
yang terdiri atas indikator:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah; dan
c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b untuk menentukan tipe Arsip Daerah Provinsi

meliputi:



